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Abstract: This study aims to analyze the system e-filling, e-billing, and tax 

punishment of individual taxpayers in Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Banyuwangi. The data of this study were obtained from the questionnaire 

(primary) and some literature studies (secondary). Questionnaire in this research 

is disseminated to individual taxpayers registered in Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Banyuwangi with convinience sampling method. Techniques and 

methods of data analysis in this study using SPSS program version 22.0. The 

results of this study indicate that e-filling system and tax punishment have a 

significant effect on taxpayers compliance in Kantor Pelayanan Pajak  Pratama 

Banyuwangi, while e-billing does not affect the compliance of WPOP in KPPP 

Banyuwangi. 
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INTRODUCTION 

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang terbesar yang digunakan 

untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan nasional. Hal ini dilakukan untuk 

mensejahterakan masyarakat. Peranan pajak dapat dirasakan secara langsung maupun tidak 

langsung dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat yang dapat dirasakan dari pajak adalah fasilitas 

pendidikan, fasilitas transportasi, fasilitas kesehatan sarana dan prasarana umum. Pentingnya 

peran pajak dalam pembangunan membutuhkan peningkatan dalam penerimaan pajak. 

Penerimaan pajak di Indonesia menerapkan sistem self asessment, yaitu suatu sistem 

dimana Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung besarnya pajak yang terutang, 

memperhitungkan pajak yang sudah dipotong oleh pihak lain, membayar pajak yang harus 

dibayar dan melaporkan ke Kantor Pajak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam 

peraturan yang berlaku (Sari, 2013). Supaya sistem tersebut dapat berhasil dibutuhkan kesadaran, 

kejujuran, kedisiplinan dan keinginan Wajib Pajak untuk melakukan kewajibannya sesuai 

peraturan perpajakan yang berlaku. Hal tersebut berarti berhasil atau tidaknya sistem self 

asessment sangat ditentukan oleh kepatuhan sukarela Wajib Pajak dan pengawasan yang optimal 

dari aparat pajak sendiri. Sistem tersebut sangat bergantung pada kesadaran Wajib Pajak, dalam 

memenuhi kewajiban perpajakannya masih banyak Wajib Pajak yang tidak patuh melaporkan 

dan membayar pajak.  
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Berdasarkan LAKIN (Laporan Kinerja) Direktorat Jenderal Pajak 2016 jumlah Wajib 

Pajak yang terdaftar pada tahun 2016 adalah 32.769.215 dengan 20.165.718 merupakan Wajib 

Pajak terdaftar wajib SPT. Dari jumlah tersebut, yang menyampaikan SPT adalah 63,15% atau 

12.735.463. Sedangkan jumlah Wajib Pajak terdaftar hingga 30 April 2017 adalah 36.031.972 

dengan 16.599.632 diantaranya wajib menyampaikan SPT. Dari jumlah tersebut, yang telah 

menyampaikan SPT tahun pajak 2016 hingga 25 April 2017 adalah sekitar 66% atau 10.936.111 

dengan rincian yaitu Wajib Pajak OP Non Karyawan. 983.216, Wajib Pajak OP Karyawan 

9.630.465 dan Wajib Pajak Badan 322.430. Kesimpulan berdasarkan informasi tersebut yaitu, 

jumlah Wajib Pajak terdaftar mengalami kenaikan sebesar 10% atau 3.262.757. namun, terjadi 

penurunan jumlah Wajib Pajak terdaftar wajib SPT yaitu 14% atau 1.799.352.  

Berdasarkan data yang diperoleh dari Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) KPP 

Pratama Banyuwangi jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar pada tahun 2016 

sebanyak 104.396 dengan 69.575 merupakan Wajib Pajak wajib SPT, yang terdiri dari 57.143 

(OP karyawan) dan 12.432 (OP non karyawan). Sedangkan, pada tahun 2017 jumlah Wajib 

Pajak Orang Pribadi yang terdaftar sebanyak 116.863 dengan 55.584 merupakan wajib SPT, 

yang terdiri dari 40.065 (OP karyawan) dan 15.519 (OP non karyawan). Kesimpulan beradarkan 

informasi tersebut bahwa jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi mengalami kenaikan sebanyak 

12.467 atau 12% sedangkan jumlah wajib SPT mengalami penurunan sebanyak 13.991 atau 

20%. Beberapa penyebab penurunan jumlah wajib pajak wajib SPT yaitu, pertama masih 

banyaknya Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar yang sebenarnya tidak memenuhi kewajiban 

objektif (Wajib Pajak Orang Pribadi dengan penghasilan di bawah PTKP). Kedua, kesadaran 

Wajib Pajak yang masih rendah dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. 

Oleh karena itu, untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak 

selalu berupaya mengoptimalkan pelayanan sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran 

dan keinginan masyarakat untuk tertib sebagai Wajib Pajak, salah satunya dengan melakukan 

reformasi perpajakan. Rahman (2010) menyatakan bahwa reformasi perpajakan meliputi dua 

area, yaitu reformasi kebijakan pajak berupa regulasi atau peraturan perpajakan seperti undang-

undang perpajakan dan reformasi administrasi perpajakan. Reformasi administrasi perpajakan 

memiliki beberapa tujuan. Pertama, memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam memenuhi 

kewajiban perpajakannya. Kedua, mengadministrasikan penerimaan pajak sehingga tranparansi 

dan akuntabilitas penerimaan sekaligus pengeluaran pembayaran dana dari pajak setiap saat 

dapat diketahui. Ketiga, memberikan suatu pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan pajak, 

terutama adalah kepada aparat pengumpul pajak, kepada wajib pajak ataupun kepada masyarakat 

pembayar pajak. Agar tujuan tersebut dapat tercapai, program reformasi perpajakan perlu 

dirancang dan dilaksanakan secara menyeluruh dan komprehensif melalui perubahan-perubahan 

dalam struktur organisasi, manajemen sumber daya manusia,  pelaksanaan good governance dan 

proses bisnis (Sari, 2013).  

Perubahan yang dilakukan adalah dengan melakukan perbaikan proses bisnis yaitu 

memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dengan menerapkan sistem e-filling dan e-

billing. E-filing dan e-billing merupakan bagian dari rangkaian kewajiban perpajakan yang dapat 

diakses melalui internet yang sudah terintegrasi dengan kantor pajak guna mempermudah dan 

mengefisiensikan pekerjaan yang berhubungan dengan administrasi dan pembayaran pajak. 

Melalui Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor Kep-88/PJ/2004 pada bulan Mei tahun 

2004 secara resmi diluncurkan produk e-filling. Tepatnya pada tanggal 24 Januari 2005 

bertempat di Kantor Kepresidenan, Presiden Republik Indonesia bersama-sama dengan Direkorat 

Jenderal Pajak meluncurkan produk e-filling atau electronic filling system (Nurhidayah, 2015). 
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Dasar penetapan e-billing yaitu sesuai dengan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-

359/PJ/2013 tentang Penunjukan Kantor Pelayanan Pajak dan Wajib Pajak dalam Rangka Uji 

Coba Penerapan Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik (billing system) dalam Sistem 

Modul Penerimaan Negara (Handayani dkk, 2016).  

E-filling menurut Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2014 adalah 

suatu cara penyampaian SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara online dan real 

time melalui internet pada website (www.pajak.go.id) atau melalui Perusahaan Penyedia Jasa 

Aplikasi atau Application Service Provider (ASP). Dengan adanya e-filling secara garis besar 

sangat menguntungkan Wajib Pajak antara lain memberi kemudahan Wajib Pajak dalam 

melaporkan SPT dengan cenderung lebih murah dibanding secara manual dan dengan proses 

lebih cepat karena Wajib Pajak merekam sendiri Surat Pemberitahuannya sehingga bisa lebih 

akurat, efektif, dan efisien. Hal ini merupakan terobosan baru pelaporan-pelaporan SPT yang 

digulirkan DJP untuk membuat Wajib Pajak semakin mudah dan nyaman elektronik, tanpa perlu 

membuat Surat Setoran (SSP) manual (www.pajak.co.id). Transaksi pembayaran atau 

penyetoran pajak melalui e-billing system  dapat dilakukan melalui teller bank/pos persepsi, 

Anjungan Tunai Mandiri (ATM), internet banking dan EDC (Electronic Data Capture), yaitu 

alat yang dipergunakan untuk transaksi kartu debit atau kredit yang terhubung secara online 

dengan sistem atau jaringan bank persepsi (Sakti dalam Pusparesmi, 2016).   

Kemudahan yang ditawarkan oleh DJP tersebut, pada kenyataannya keinginan 

masyarakat untuk membayarkan pajak masih tergolong rendah. Untuk mendukung sistem 

tersebut juga harus didukung dengan adanya sanksi perpajakan yang tegas. Sanksi merupakan 

hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan sehingga dapat dikatakan bahwa 

sanksi perpajakan adalah hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan dengan 

membayar uang (Jotopurnomo dan Mangoting 2013). Penerapan sanksi perpajakan bertujuan 

untuk memberikan efek jera kepada wajib pajak yang melanggar norma perpajakan sehingga 

tercipta kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Masruroh dkk, 

2013).  

Pada hakikatnya pungutan pajak merupakan wujud nyata pengabdian masyarakat kepada 

negara, selain itu pajak menggambarkan kemandirian bangsa dan partisipasi aktif dari warga 

negara yang bertanggung jawab. Seorang warga negara Indonesia yang baik harus menyadari 

tentang pentingnya membayar pajak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. 

 
METODE PENELITIAN 

Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Banyuwangi. Sedangkan sampel adalah bagian dari populasi tersebut. 

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di 

KPPP Banyuwangi pengguna e-filling dan e-billing system. Responden dalam penelitian ini 

merupakan wajib pajak yang mengurus kewajiban perpajakannya sendiri, mulai dari menghitung 

pajak yang terutang, membayar pajak dan melaporkan pajaknya. Teknik pengambilan sampel 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah convenience sampling. 

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menyebarkan 

kuesioner kepada responden. Kuesioner yang disebarkan berupa daftar pertanyaan mengenai 

masalah yang berkaitan dengan obyek yang diteliti. Skala pengukuran yang digunakan untuk 

mengukur jawaban responden adalah skala likert 1-5. 

http://www.pajak.go.id/
http://www.pajak.co.id/
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Kepatuhan pajak sebagai variabel dependen (Y) merupakan suatu keadaan dimana Wajib Pajak 

memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Pengukuran 

variabel ini menggunakan instrumen penelitian yang dikembangkan oleh (Agustiningsih, 2016) 

 
HASIL PENELITIAN 

Dalam penelitian ini uji validitas dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan r 

tabel untuk degree of freedom (df)= 76-2 = 74 ; 5% ; 0,2257. Apabila r hitung lebih besar dari r 

tabel dan nilai positif maka pernyataan atau indikator tersebut dinyatakan valid.  

Tabel 1. Hasil Uji Validitas 

Variabel Item R tabel R hitung 

 E-filling 

(X1) 

 

X1.1 0,2257 0,534 

X1.2 0,2257 0,455 

X1.3 0,2257 0,655 

X1.4 0,2257 0,755 

X1.5 0,2257 0,577 

X1.6 0,2257 0,660 

X1.7 0,2257 0,501 

X1.8 0,2257 0,573 

X1.9 0,2257 0,551 

X1.10 0,2257 0,464 

X1.11 0,2257 0,492 

X1.12 0,2257 0,610 

X1.13 0,2257 0,698 

X1.14 0,2257 0,750 

X1.15 0,2257 0,790 

X1.16 0,2257 0,491 

E-billing (X2) 

X2.1 0,2257 0,713 

X2.2 0,2257 0,702 

X2.3 0,2257 0,768 

X2.4 0,2257 0,650 

X2.5 0,2257 0,553 

X2.6 0,2257 0,677 

X2.7 0,2257 0,613 

X2.8 0,2257 0,479 

Sanksi 

Perpajakan 

(X3) 

X3.1 0,2257 0,770 

X3.2 0,2257 0,781 

X3.3 0,2257 0,690 

X3.4 0,2257 0,609 

X3.5 0,2257 0,769 

X3.6 0,2257 0,766 

Kepatuhan 

Wajib Pajak 

(Y1) 

Y1.1 0,2257 0,717 

Y1.2 0,2257 0,670 

Y1.3 0,2257 0,658 

Y1.4 0,2257 0,624 

Y1.5 0,2257 0,475 



Anis Septianingsih/Jurnal Manajemen dan Akuntansi, Volume 12(2), 2024 

28 
 

Y1.6 0,2257 0,593 

Y1.7 0,2257 0,559 

Y1.8 0,2257 0,585 

  Sumber:data diolah, 2018 

Pada tabel 1 dapat dilihat bahwa berdasarkan hasil pengujian validitas terhadap instrumen yang 

digunakan dalam penelitian ini, seperti yang dikemukakan diatas bahwa nilai r hitung > r tabel 

dan nilai signifikansi diatas menunjukkan 0,000 < 0,05 (5%) maka instrumen dinyatakan valid. 

 Selanjutnya uji reliabilitas. Berikut hasil uji reliabilitas dalam penelitian ini. 

Tabel 2. Hasil Uji Validitas 

Variabel Cronbach 

Alpha 

E-filling (X1) 0,881 

E-billing (X2) 0,802 

Sanksi Perpajakan (X3) 0,827 

Kepatuhan Wajib Pajak (Y1) 0,777 

  Sumber:data diolah, 2018 

Hasil uji reliabilitas pada tabel 2 menunjukkan bahwa cronbach alpha lebih dari 0,70 yang 

menurut kriteria (Nunnally, 1994 dalam Ghozali) dikatakan reliabel semua item pada masing-

masing variabel yang digunakan dalam penelitian ini dan dapat digunakan untuk pengujian 

selanjutnya.. 

 Setelah melakukan pengujian instrumen peelitian, selanjutnya dilakukan uji asumsi klasik 

yang terdiri dari uji normalitas, uji heteroskedastisitas dan multikolinieritas.  Berikut hasil uji 

normalitas dalam penelitian ini. 

One-Sample Kolmogorov-

Smirnov Test 

 

Standar

dized 

Residual 

N 76 

Normal 

Parameters
a,b

 

Mean ,000000

0 

Std. 

Deviatio

n 

,979795

90 

Most Extreme 

Differences 

Absolut

e 
,081 

Positive ,052 

Negativ

e 
-,081 

Test Statistic ,081 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,200
c,d

 

 

Berdasarkan output diatas, diketahui bahwa nilai signifikansi sebesar 0,200 lebih besar dari 0.05 

(0,200 > 0,05) sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang diuji terdistribusi normal. 

Selanjutnya, hasil uji heteroskedastisitas sebagai berikut. 
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Hasil tampilan output menunjukkan bahwa tidak ada variabel independen yang signifikan secara 

statistik mempengaruhi variabel dependen. Hal ini terlihat dari probabilitas signifikansinya diatas 

tingkat kepercayaan 5%. Jadi dapat dinyatakan model regresi tidak mengandung adanya 

heteroskedastisitas. Terakhir, uji multikolinieritas dapat dilihat hasilnya sebagai berikut. 

Variabel 
Collinearity Statistic 

Tolerance VIF 

E-filling 0,360 2,782 

E-billing 0,409 2,446 

Sanksi 

Perpajakan 
0,433 1,878 

 

Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa semua variabel independen tidak mempunyai 

nilai VIF yang lebih dari 10 dan nilai tolerance tidak ada yang kurang dari 0,10 sehingga dapat 

dinyatakan bahwa tidak ada multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi.  

 Selanjutnya dilakukan uji t dan koefisiendeterminasi. Berikut hasil pengujian dalam uji t. 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standar

dized 

Coeffici

ents 

t Sig. B 

Std. 

Error Beta 

1 (Cons

tant) 
1,528 ,366  

4,17

8 
,000 

rata_x

1 
,344 ,136 ,363 

2,53

0 
,014 

rata_x

2 
,054 ,129 ,056 ,418 ,677 

rata_x

3 
,252 ,088 ,337 

2,85

6 
,006 

a. Dependent Variable: rata_y1 

 

 

Berdasarkan hasil uji t diatas, diketahui bahwa Nilai t hitung e-filling (X1) diketahui sebesar 

2,530 dan t tabel sebesar 1,99346. Artinya bahwa t hitung lebih besar dari t tabel (2,530 > 

Coefficients
a
 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. Beta 

 4,178 ,000 

,363 2,530 ,014 

,056 ,418 ,677 

,337 2,856 ,006 

 



Anis Septianingsih/Jurnal Manajemen dan Akuntansi, Volume 12(2), 2024 

30 
 

1,99346) hal ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel e-filling (X1) berpengaruh terhadap 

kepatuhan wajib pajak atau H0 ditolak dan Ha diterima. 

Nilai t hitung e-billing (X2) diketahui sebesar 0,418 dan t tabel sebesar 1,99346. Artinya 

bahwa t hitung lebih kecil dari t tabel (0,418 < 1,99346) hal ini menunjukkan bahwa secara 

parsial variabel e-billing (X2) tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak atau H0 

diterima dan Ha ditolak. 

Nilai t hitung sanksi perpajakan (X3) diketahui sebesar 2,856 dan t tabel sebesar 1,99346. 

Artinya bahwa t hitung lebih besar dari t tabel (2,856 > 1,99346) hal ini menunjukkan bahwa 

secara parsial variabel e-filling (X1) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak atau H0 

ditolak dan Ha diterima. 

Berdasarkan uji koefisien determinasi diatas menunjukkan bahwa nilai Adjusted R Square 

sebesar 0,444. Hal tersebut menunjukkan bahwa e-filling, e-billing dan sanksi perpajakan 

berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Banyuwangi sebesar 44,4% dan 

sisanya sebesar 55,6% dipengaruhi oleh variabel lain. 

 

Pembahasan 

Hubungan E-Filling Dengan Kepatuhan Waib Pajak 

Hasil penelitian ini mendukung hipotesis pertama yang menyatakan bahwa penerapan 

sistem e-filling berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan 

Pajak Pratama Banyuwangi. Hal ini dibuktikan dengan nilai nilai t hitung lebih besar daripada 

nilai t tabel ( 2,530 > 1,99346) dan nilai signifikansi 0,014 lebih kecil dari 0,05 yang memiliki 

arah positif menunjukkan semakin baik penerapan sistem e-filling. Penerapan sistem e-filling 

memberikan pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak yang dibuktikan dengan nilai 

koefisien regresi e-filling sebesar 0,344. Pengaruh ini disebabkan karena penerapan sistem e-

filling merupakan salah satu upaya yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak dalam 

meningkatkan kepatuhan wajib pajak.  

E-filing merupakan bagian dari reformasi administrasi perpajakan yang bertujuan untuk 

memudahkan wajib pajak dalam pembuatan dan penyerahan laporan SPT kepada Direktorat 

Jenderal Pajak. Penerapan sistem e-filling  diharapkan sangat memberikan kenyamanan dan 

kepuasan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannyasehingga dengan 

diterapkannya sistem e-filling diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hasil ini 

mendukung penelitian Putra (2015) berjudul Pengaruh Dari Penerapan Sistem Administrasi E-

Registration, E-SPT Dan E-Filling Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama 

Singosari. Penelitian yang dilakukan oleh Agustiningsih (2016) berjudul Pengaruh Penerapan E-

Filling, Tingkat Pemahaman Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan 

Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta. Hasil penelitian ini 

mengindikasikan bahwa penerapan sistem e-filling berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan 

wajib pajak. Semakin baik penerapan sistem e-filling maka kepatuhan wajib pajak akan semakin 

meningkat. 

 

Hubungan E-Billing Dengan Kepatuhan Wajib Pajak 

Hasil penelitian ini tidak mendukung hipotesis kedua yang menyatakan bahwa penerapan 

sistem e-billing berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan 

Pajak Pratama Banyuwangi. Hal ini dibuktikan dengan nilai t hitung lebih kecil daripada nilai t 

tabel (0,418 < 1,99346) dan nilai signifikansi 0,677 lebih besar dari 0,05. Peningkatan penerapan 

sistem e-billing akan mengurangi jumlah kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak 
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Pratama Banyuwangi. Hal ini disebabkan karena sistem e-billing masih terlalu sulit bagi wajib 

pajak yang baru masih pertama kali menggunakannya, terlebih e-billing merupakan sistem baru 

yang baru diterapkan pada tahun 2016.  Masih enggannya wajib pajak dalam memanfaatkan 

fasilitas berbasis internet serta kurangnya sosialisasi mengenai e-billing.  

Hasil ini mendukung penelitian Rahayu dan Lingga (2009) berjudul Pengaruh 

Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini 

disebabkan karena penggunaan teknologi oleh masyarakat guna mempermudah transaksi 

perpajakannya masih rendah. Masih banyak wajib pajak yang terlambat dalam membayar pajak 

terutangnya. Oleh karena itu, dikemudian hari perlu dilakukan sosialisasi mengenai penggunaan 

teknologi guna mempermudah transaksi perpajakannya. 

 

Hubungan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

Hasil penelitian ini mendukung hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan 

berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dibuktikan dengan nilai t hitung 

lebih besar dari t tabel (2,856 > 1,99346) dan nilai signifikansi 0,006 yang lebih kecil dari 0,05 

yang memiliki arah positif menunjukkan semakin baik penerapan sanksi perpajakan. Penerapan 

sanksi perpajakan memberikan pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak yang 

dibuktikan dengan nilai koefisien regresi sanksi perpajakan sebesar 0,252. Pengaruh ini 

disebabkan adanya sanksi yang tegas baik berupa sanksi administrasi dan pidana bagi wajib 

pajak yang melanggar peraturan perpajakan. Hasil ini mendukung penelitian Caroko dkk (2015) 

berjudul Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak Dan Sanksi Perpajakan 

Terhadap Motivasi Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak. Penerapan sanksi perpajakan 

yang tegas akan mengakibatkan wajib pajak akan termotivasi untuk membayar pajak karena 

tidak ingin mendapat sanksi administrasi maupun sanksi pidana. 

 

KESIMPULAN  

Dari hasil analisis yang telah dilakukan berdasarkan pengujian yang dijelaskan pada bab 

sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1) Berdasarkan uji t secara parsial e-filling  terhadap kepatuhan wajib pajak diperoleh angka t 

hitung lebih besar dari t tabel (2,530 > 1,99346). Dengan demikian keputusan uji t 

menyatakan H0 ditolak dan Ha diterima, yang berarti terdapat pengaruh secara parsial antara 

variabel e-filling (X1) terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama 

Banyuwangi (Y). 

2) Berdasarkan uji t secara parsial e-billing terhadap kepatuhan wajib pajak diperoleh angka t 

hitung lebih kecil dari t tabel (0,418 < 1,99346). Dengan demikian keputusan uji t 

menyatakan H0 diterima dan Ha ditolak, yang berarti tidak terdapat pengaruh secara parsial 

antara variabel e-billing (X2) terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama 

Banyuwangi (Y). Hal ini disebabkan, pertama sistem e-billing masih terlalu sulit bagi wajib 

pajak yang baru masih pertama kali menggunakannya, terlebih e-billing merupakan sistem 

baru yang baru diterapkan  pada tahun 2016. Kedua, masih enggannya wajib pajak dalam 

memanfaatkan fasilitas berbasis internet serta kurangnya sosialisasi mengenai e-billing. 

Ketiga, jika dibandingkan dengan e-filling peluncuran sistemnya lebih awal yaitu pada bulan 

Mei 2004 berdasarkan Kepuusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor Kep-88/PJ/2004.  

3) Berdasarkan uji t secara parsial sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak diperoleh 

angka t hitung lebih besar dari t tabel (2,856 > 1,99346). Dengan demikian keputusan uji t 

menyatakan H0 ditolak dan Ha diterima, yang berarti terdapat pengaruh secara parsial antara 
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variabel sanksi perpajakan (X3) terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP 

Pratama Banyuwangi (Y). 

 

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa e-billing tidak berpengaruh secara parsial 

terhadap kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu untuk meningkatkan penggunaan e-billing 

terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi hendaknya prosedur penggunaan e-billing lebih 

disederhanakan agar mudah dipelajari bagi wajib pajak yang berlum pernah menggunakan sistem 

e-billing, sosialisasi penggunaan e-billing dan pelayanan lebih ditingkatkan agar implementasi 

kebijakan dapat berjalan lebih baik sehingga semua wajib pajak mendapatkan pelayanan yang 

maksimal. 

Wajib pajak juga diharapkan dapat meningkatkan pengetahuannya mengenai sistem 

administrasi perpajakan modern yang ditetapkan oleh aparatur pajak. Diharapkan dengan 

meningkatnya pengetahuan dan kemampuan wajib pajak akan dapat mempermudah wajib pajak 

dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga akan dapat terjadi peningkatan penerimaan 

pajak. 

Peneliti selanjutnya diharapkan untuk melakukan penelitian lanjutan dengan menggunakan 

variabel-variabel pendukung lainnya, lingkup populasi yang lebih luas dan jumlah sampel yang 

lebih besar di dalam penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak. 
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